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BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

bahwa Pemerintan Daerah bertanggung jawab untuk menjamin
perkembangan pembangunan bangunan di wilayah Kabupaten Badung;

bahwa dalam rangka menata dan mengendalikan pembangunan agar sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung, perlu dilakukan
pengendalian melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, lIzin Mendirikan Bangunan
diberikan oleh Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Badung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.

Bupati adalah Bupati Badung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

10.

11.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum
maupun tidak berbadan hukum.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk
tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung
terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau
seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Keterangan Rencana Daerah adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan
lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus
oleh Pemerintah kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai
dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana
tata bangunan dan lingkungan.
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Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana
tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang
diperuntukan bagi pertamanan / penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.

Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase
perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil
perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran
dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan
kawasan.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah
panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang
yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan
panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan
pedoman pengendalian pelaksanaan.

Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan
administratif dan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.

Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau
sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang
berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau
sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarananya.

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan
Gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan
Gedung tetap laik fungsi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi, prinsip dan manfaat pemberian IMB,
kelembagaan, jangka waktu proses IMB, persyaratan dan tata cara permohonan IMB,
pelaksanaan pembangunan, pembongkaran, penertiban, retribusi, pengawasan dan
pengendalian, sosialisasi, sanksi dan pelaporan.



BAB Il
PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN IMB
Pasal 3

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a

b.
C.
d.

prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;

pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;

keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; dan

aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan
keselamatan, serta kenyamanan.

Pasal 4

(1) Bupati memanfaatkan pemberian IMB untuk:

a. pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan;

b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan
bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;

c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi
dengan lingkungannya; dan

d. syarat penerbitan sertifikat Laik Fungsi bangunan.

(2) Pemilik IMB mendapat manfaat untuk:

1)
(@)

3)
(4)

()

a. pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan; dan
b. memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/penambahan jaringan
listrik, air minum, hydrant, telepon, dan gas.

BAB Il
PEMBERIAN IMB
Bagian Kesatu
IMB
Pasal 5
Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB.

IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pembangunan Bangunan Gedung baru, dan/atau prasarana Bangunan Gedung;

b. rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung,
meliputi perbaikan/perawatan, perubahan perluasan/pengurangan;

c. pelestarian pemugaran.

IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB dapat meminta keterangan/
surat Keterangan Rencana Daerah untuk lokasi yang bersangkutan kepada
Pemerintah Daerah.

Surat Keterangan Rencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan

ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi :

a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;

b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan;

c. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang
diizinkan;

d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan;

e. KDB maksimum yang diizinkan;



